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ABSTRAK

Penerapan prinsip good governance merupakan sarana penting dalam
mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. jadi dalam konteks pengelolaan Dana Desa harus
dilaksanakan secara optimal berdasarkan prinsip tersebut agar setiap perencanaan
dan kebijakan desa benar-benar ditujukan bagi kepentingan serta kesejahteraan
masyarakat. Di Desa Banuaju Barat, partisipasi masyarakat masih rendah terkait
pengelolaan Dana Desa. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa juga masih terbatas, yang diduga
dipengaruhi oleh belum optimalnya pelayanan publik desa dan rendahnya kualitas
sumber daya manusia masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif
analitis dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk
menganalisis kualitas pelayanan dan pengelolaan Dana Desa, serta pola sosial,
kepemimpinan, partisipasi masyarakat, nilai-nilai, dan institusi yang memengaruhi
pandangan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana
Desa. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan sebagian
aparat desa dan tokoh masyarakat Desa Banuaju Barat. Data sekunder meliputi
bahan hukum primer, yaitu UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri No.
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, UU No.14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta bahan hukum sekunder berupa literatur
mengenai good governance dan Siyasah Maliyah. Analisis data dilakukan melalui
tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa
Banuaju Barat telah mencerminkan prinsip good governance, meskipun belum
optimal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan musyawarah desa, publikasi informasi
melalui satu media pengumuman, dan keterlibatan masyarakat. Di sisi lain,
partisipasi masyarakat masih rendah, media informasi masih terbatas, serta terdapat
sedikit ketidaksesuaian antara dokumen laporan dan informasi pada media cetak di
balai desa. Dalam perspektif siyasah maliyah, praktik tersebut telah sesuai dengan
prinsip Al-Adalah (keadilan) dan Maslahah (kemaslahatan umum), tetapi belum
sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah dan tanggung jawab. Dengan demikian,
Pemerintah Desa Banuaju Barat perlu meningkatkan media informasi dan
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci: Good Governance, siyasah maliyah, Dana Desa, Desa Banuaju
Barat.



ABSTRACT

The application of good governance principles is an essential tool for
realizing transparent, accountable, and responsive public services to community
needs. Therefore, Village Fund management must be optimally implemented based
on these principles to ensure that every village plan and policy is truly aimed at the
interests and welfare of the community. In West Banuaju Village, community
participation in Village Fund management remains low. Furthermore, community
understanding of transparency and accountability in Village Fund management is
also limited, a factor thought to be influenced by suboptimal village public services
and the low quality of community human resources.

This research is an empirical legal research that is descriptive analytical
with a sociological approach. This approach is used to analyze the quality of
service and management of Village Funds, as well as social patterns, leadership,
community participation, values, and institutions that influence community views
regarding transparency and accountability in Village Fund management. Primary
data were obtained through observations and interviews with some village officials
and community leaders of West Banuaju Village. Secondary data include primary
legal materials, namely Law No. 6 of 2014 concerning Villages, Regulation of the
Minister of Home Affairs No. 20 of 2018 concerning Village Financial
Management, Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, as
well as secondary legal materials in the form of literature on good governance and
Siyasah Maliyah. Data analysis was carried out through the stages of reduction,
presentation, and systematic drawing of conclusions.

The research results show that the management of Village Funds in West
Banuaju Village reflects the principles of good governance, although not yet
optimal. This is evident in the implementation of village deliberations, the
publication of information through announcement media, and community
involvement. However, community participation remains low, information media is
still limited, and there is a slight discrepancy between report documents and
information in printed media at the village hall. From a siyasah maliyah
perspective, these practices are in accordance with the principles of Al-Adalah
(justice) and Maslahah (public benefit), but do not fully reflect the principles of
amanah (trustworthiness) and responsibility. Therefore, the West Banuaju Village
Government needs to improve information media and community participation in
the management of Village Funds.

Keywords: Good Governance, siyasah maliyah, Village Funds, West
Banuaju Village.
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Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan

bahasa lain. Dalam skripsi ini tranliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama

Repuublik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garuis besar uraiannya
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A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak Tidak dilambangkan
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< Ba’ B Be
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< Sa’ S Es
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z Jim J Je
z Ha’ H Ha
(dengan titik di
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z Kha’ Kh Ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal V4 Ze (dengan titik di
atas)
B Ra’ R Er
B Zai V4 Zet
o Sin S Es




o Syin Sy Es dan ye
e Shad S Es
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bawah)
Ul Dad D De
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bawah)
b Ta’ T Te
(dengan titik di
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L Dza’ Z Zet
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¢ Gain Gh Ge dan ha
- Fa’ F Ef
3 Qaf Q Ki
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B Min M ‘Em
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¢ Ya’ Y Ye
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-

b

Ditulis
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C. Ta’ Marbitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h

z't/

Ditulis

Hikmah

4o

Ditulis

‘illah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

s s¥1da)
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asle Ditulis u ‘Ulum
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Fathah + wawu mati Ditulis Au
Jé Ditulis Oaul
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KATA PENGANTAR
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Dengan penuh kerendahan hati, saya bersyukur atas segala kenikmatan
Tuhan yang telah saya rasakan dan miliki, penghidupan, kesehatan, kebebasan
berfikir dan kesempatan hidup. Kepada utusan-Nya pun saya berharap syafaatnya
di hari yang telah ditentukan nantinya. Kenikmatan hidup itulah yang saya gunakan
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saya lakukan adalah dengan mengenyam pendidikan formal sampai jenjang
perguruan tinggi. Berpikir, mengolah, dan bertindak hingga bisa menyelesaikan
tugas akhir atau penelitian.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan yang paling kecil di Indonesia.
Peran, fungsi dan kontribusinya sangat penting dalam pembangunan, oleh
karena itu, pembangunan desa menjadi sangat krusial yang menentukan
kesuksesan dari pembangunan nasional nantinya, alasan desa menjadi suatu
unit dengan hal-hal Yang harus diperhatikan oleh negara dan birokrasi negara,
karena pertimbangan bahwa mayoritas masyarakat tinggal di desa. Masalah
yang terjadi salah satunya bisa diatasi mulai dari unit wilayah tersebut. Dengan
demikian, jika ingin mencari indikator kemakmuran suatu bangsa, desa

merupakan unit paling tepat untuk dipelajari.’

Seperti pembangunan desa yang merupakan suatu pembangunan yang
sumber dananya berasal dari dana desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana
yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer
melalui  APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dalam UU

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah

! Nur Azmi Fazila, “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di
Desa Ganting Kecamatan Solo Kabupaten Kampar,” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau Pekanbaru, 2023), him. 1.



sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa
agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa,
desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju

masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.’

Dana Desa yang bersumber dari APBN pada prinsipnya adalah
pendapatan dan pengeluaran desa yang akan dikelola selama satu tahun penuh
yaitu dari tanggal 1 Januari sampai 30 Desember pada tahun anggaran tersebut,
rencana anggaran ini dibuat oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan
Desa (BPD), dan juga bersama masyarakat dalam permusyawaratan desa
(Musdes), BPD juga bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala
desa yang ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahuan 2014
Tengtag Desa.’ Terkait pengelolaan dana desa dimana persoalan yang sering
terjadi yaitu penyelewengan dana desa yang tidak digunakan sesuai dengan
rencana anggaran dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga desa
dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam tahap
pengelolaanya yaitu sejak dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

laporan dan pertanggungjawaban.*

2 “Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya.”
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa pengertian,-
sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html, htm, diakses pada tgl 9 februari 2026.

3 Pasal 55.

4 Nur Azmi Fazila, “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di
Desa Ganting Kecamatan Solo Kabupaten Kampar,” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau Pekanbaru, 2023), him. 1.


https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa%20pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa%20pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html

Pada dasarnya dalam sistem pengelolaan dana desa di sini masyarakat
secara umum/keseluruhan berhak meminta dan mengetahui terkait pendapatan,
rencana anggaran, realisasi hingga laporan, sebagaimana tertuang Undang-
Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana menegaskan tugas kepala
desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang
akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari

kolusi, korupsi, dan nepotisme.’

Sebagaimana yang terjadi di Desa Banuaju Barat dimana peneliti
memandang bahwasanya di desa ini minim partisipasi oleh masyarakat, baik
dari awal perencanaan hingga pertanggungjawaban. Demikian juga dimana
ketika peneliti menanyakan kepada beberapa masyarakat bagaimana
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) banyak yang
kurang mengetahui terkait pengelolaan dana desa di sini, bahkan ada yang
berpendapat tidak ada publikasi mengenai APBDes. Dengan demikian peneliti
memandang bahwasanya disebabkan oleh kurang optimalnya pelayanan serta
informasi publik oleh desa dan SDM yang rendah di kalangan masyarakatnya.
Begitupun muda-mudi yang telah menempuh pendidikan perguruan tinggi juga
acuh tak acuh dalam pengelolaan/pembangunan desa, seharusnya masyarakat
ikut andil dalam setiap kebijakan yang akan desa buat. Di Desa Banuju Barat
juga belum tersedianya layanan publik yang berbsis online secara umum

seperti halnya tersedianya informasi yang berbasis web desa, dimana web desa

5 Undang Undang No.4 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 24, Pasal 82 ayat (1), Pasal 26
ayat (26).



di sini belum menyediakan terkait publikasi pengelolaan dana desa, seharusnya
disini web desa merupakan salah satu tempat untuk mengakses informasi
secara gampang dan mudah untuk diakses oleh masyarakat terkait perencanaan
maupun sampai laporan hasil pertanggungjawaban APBDes, sebagaimana
tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa pada pasal 72.

Dalam tata kelola pemerintahan terdapat prinsip-prinsp yang harus ada
dalam pemerintahan yang baik (good governance) yaitu meliputi: Asas
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum, sebagaimana juga
dalam Asas Kepastian Hukum menurut UU PB 2009. Jadi hal ini merupakan
salah satu ciri atau suatu prinsip yang harus ada dalam suatu praktik
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, jadi seharusnya dalam praktek
pengelolaan Dana Desa (DD), prinsip good governance haruslah
diimplementasikan secara penuh sehingga semua hal-hal yang akan
direncanakan baik meliputi kebijikan yang dibuat oleh desa benar-benar untuk
kemaslahatan umum/masyarakat secara menyeluruh terutama terkait

pengelolaan dana desa.®

Kemudian tujuan penelitian ini untuk menganalisis transparansi,

akuntabilitas dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana

6 pasal 72 ayat (1).

7 Cekli Setya Pratiwi DKk, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,” (jakarta: Lembaga
Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), (mei 2016), hlm. 78.

8 Mimin Yatminiwati, “Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang,” Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi,
Vol. 9:1 (Maret 2019), hlm. 10.



Desa terkait pembangunan infrastruktur di Desa Banuaju Barat Kecamatan
Batang-Batang Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Pada tahun 2025,
sehingga mengetahui sejauh mana implementasi prinsip good governance
diterapkan pada suatu sistem pemerintahan desa oleh kepala desa dan aparat
desa terkait kebijakan yang dibentuk, terutama perihal pengelolaan Dana Desa
(DD) yang dikelola dan direalisasikan oleh kepala desa setiap tahunnya dan

selama satu periode jabatan.

Terkait hal di atas kemudian harapan hasil penelitian ini dapat
menyadarkan masyarakat terkait pentingnya ikut berkontribusi dan
berpartisipasi mengenai permusyawaratan desa sehingga kritikan dan saran
yang diajukan oleh masyarakat dapat dijadikan suatu pertimbangan dan

landasan dalam perencanaan dan pengalokasian dana desa.’

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara terdapat istilah siyasah
maliyah yang merupakan suatu kajian yang tidak akan asing didengar dalam
islam, hal ini merupakan suatu hal yang penting dalam pembahasan konteks
terkait mengatur, pemasukan dan pengeluaran uang yang bertujuan demi

kemaslahatan masyarakat,!”

seperti juga dalam konteks pengelolaan Dana
Desa. Kemudian dalam pembahasan ini peneliti menggunakan UU Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa dan bagaimana Desa Banuaju Barat Kecamatan

° Diana Hartat, “Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Berbasis Web
Bagi Pemerintahan Desa di Kabupaten Sidoarjo, ” jurnal ilmu administrasi negara, Vol. 10:1 (April
2020), hlm. 54.

10 Fahran Riadhi, “Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau
Dari Figh Siyasah (Studi Kasus Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah), ”
(Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), hlm. 70-71.



Batang-Batang Kabupaten Sumenep apakah sudah sesuai dengan prinsip-
prinsip good governance dan siyasah maliyah pada pengelolaan Dana Desa

(DD) tahun 2025.

Demikian berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik
untuk mengadakan suatu penelitian pada masyarakat desa, BPD, Kepala Desa
dan aparat desa banuaju barat mengenai pengelolaan Dana Desa (DD) dalam
memajukan, mengelola dan memberdayakan desa serta masyarakat desa
setempat. Adapun judul yang penulis teliti ialah “Transparansi Dan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (Desa Banuaju Barat Kabupaten

Sumenep)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan

pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa
Banuaju Barat ditinjau dari perspektif Good Governance?
2. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa

Banuaju Barat ditinjau dari perspektif siyasah maliyah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana
Desa (di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten

Sumenep) dan kesesuaiannya dengan teori good governance.



b. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Siyasah maliyah terkait
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. (di Desa Banuaju
Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.)

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pengetahuan
seseorang/masyarakat untuk mengetahui bagaimana seharusnya
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan ikut
berpartisipasi terkait pengelolaan dana desa, yang mana hal ini bertujuan
untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan
khususnya dalam DD (Dana Desa) baik meliputi perencanaan, realisasi,
pengawasan hingga laporan pertanggung jawaban, yang mana secara
aturan harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya, hal ini
bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat menuju desa yang maju.

b. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh
masyarakat Indonesia, bahwasanya kurangnya transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa merupakan hal yang bertentangan
dengan aturan dalam Undang-Undang Desa dan melanggar norma-norma
hukum. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau
sumbangsih pikiran kepada masyarakat Kabupaten Sumenep kecamatan

Batang-Batang, khususnya masyarakat Desa Banuaju Barat, dan harapan



penelitian ini semoga menumbuhkan benih kepedulian dan partisipasi

masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa (DD).

D. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan
mengenai penelitian yang cocok dan signifikan untuk mendukung penelitian
skripsi ini. Berikut beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian

penulis.

Pertama, skripsi tahun 2021, yang ditulis Abdurrohman, yang berjudul”
Implementasi Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus
di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara),
penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman ini memakai metode penelitian
hukum empiris, mengenai hukum empiris, ini merupakan salah satu dari
metode penelitian hukum guna untuk melihat hukum yang dalam artian nyata
dan kemudian titik fokus pada metode ini yaitu meneliti bagaimana bekerjanya
hukum di lingkungan masyarakat yang termasuk kedalam jenis penelitian
lapangan. Adapun terkait data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data
hukum primer (data yang diperoleh langsung dari objek lapangan) Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi
(pengamatan), wawancara dan dokumentasi dan kemudian yang kedua data
sekunder (data yang didapat dari perpustakaan) data yang diperoleh selanjutnya
dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis data kualitatif

merupakan suatu teknik yang mengelompokkan dan memilih informasi yang



didapatkan secara langsung berdasarkan mutu dan ketepatannya. Selanjutnya,
kesimpulan ditarik untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian yang
telah dirumuskan.!! Kemudian adapun persamaan penelitian yang akan diteliti
dengan penelitian diatas yaitu, sama-sama meneliti terkait transparansi dalam
pengelolaan Dana Desa (DD), namun ada sedikit perbedaan fokus penelitian
yang akan dilakukan oleh penulis, dimana penulis menganalisis tentang
transparansi dan akuntabilitas Dana Desa serta partisipasi masyarakat,
kemudian persamaannya terkait sumber data dan analisis data dengan metode
kualitatif, namun perbedaannya terdapat pada tempat dan waktu, jika penelitian
di atas lebih berfokus pada mekanisme pengelolaan Dana Desa dan penerapan
asas transparansi oleh pemerintah desa terkait penggunaan Dana Desa pada
Tahun 2021. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu
menganalisis bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa
terhadap perspektif good governance dan siyasah maliyah pada Tahun 2025,

di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

Kedua, artikel tahun 2018, yang ditulis oleh Evan Nandhika Indhira putra
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang berjudul
“Pemanfaatan Dana Desa Ditinjau Dari Asas Transparansi di Desa Wonorejo
Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar” adapun fokus penelitian
yang dibahas dalam jurnal ini ada dua yaitu: (a.) pemanfaatan Dana Desa

ditinjau dari asas transparansi di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo,

' Abdurrahman M, “Implementasi Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi
Kasus di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara). ” (Skripsi Institut
Agama Islam Negeri Palopo, 2021), hlm. 23-27.
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Kabupaten Karanganyar. (b.) Apa hambatan yang terjadi dalam Pemanfaatan
Dana Desa di Desa Wonorejo, penelitian dalam jurnal ini menggunakan
metode penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan perundang-
undangan.'? kemudian adapun persamaan penelitian yang akan diteliti dengan
penelitian diatas yakni, sama-sama membahas terkait asas keterbukaan
/transparansi, sebagaimana dalam prinsip keterbukaan berdasarkan Pasal 24
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penggunaan Dana Desa (DD) untuk
kegiatan, pembangunan fisik dan penguatan masyarakat sesuai Pasal 19 ayat
(2) PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Kemudian terkait jenis
penelitian penulis dengan jurnal di atas sama-sama memakai metode yuridis
empiris, dan pendekatan perundang-undangan. Kemudian terkait perbedaan
terdapat pada tempat dan fokus pembahasannya yang mana jurnal di atas titik
fokus pembahasan pada pemanfaatan Dana Desa ditinjau dari asas transparansi
dan hambatan yang terjadi dalam Pemanfaatan Dana Desa, sedangkan
pembahasan peneliti titik tekannya pada transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan Dana Desa ditinjau dalam good governance, siyasah maliyah dan

menganalisis bagaimana partisipasi masyarakatnya.

Ketiga, Skripsi tahun 2023. Yang ditulis oleh Nur Azmi Fazila Jurusan
IImu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan IImu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Yang Berjudul “Analisis

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ganting

12 Evan Nandhika Indhiraputra, “Pemanfaatan Dana Desa Ditinjau Dari Asas Transparansi di
Desa WonoreJo Kecamatan GondangreJo Kabupaten Karanganyar,” Jurnal Res Publica, Vol. 2:2
(Mei -Agustus 2018), hlm. 163.
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Kecamatan Salo Kabupaten Kampar” adapun persamaan dan perbedaan
dengan skripsi yang peneliti akan ditulis yaitu dari diksi judul yang diangkat
sama-sama memakai diksi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana
Desa, dan fokus penelitian terdahulu hanya terkait transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, sedangkan fokus penelitian oleh penulis
yaitu terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD)
perspektif good governance dan perspektif siyasah maliyah dan menganalisis
bagaimana partisipasi masyarakatnya. Dan dibagian teori penelitian terdahulu
memakai teori good governance, akuntabilitas, dan transparansi. Sedangkan
dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis menggunakan teori good
governance, siyasah maliyah. perbedaanya juga yaitu terkait tempat dan waktu,
kalu penelitian terdahulu di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
pada tahun 2023, sedangkan penelitian ini di Desa Banuaju Barat, Kecamatan

Batang-Batang Kabupaten Sumenep pada tahun 2025.1

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab
masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, penulis akan mengkerangkai
dengan teori good governance yang mana teori ini merupakan suatu landasan dalam

sistem tata kelola pemerintahan yang baik, serta teori siyasah maliyah, dimana

13 Nur Azmi Fazila, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di
Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. “(Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau Pekanbaru, 2023), hlm. 1-15.
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konsep ini yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dengan perspektif

islam.

1. Good Governance

Good governance adalah suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersifat kolektif, di mana dalam konsep ini banyak melibatkan seluruh elemen
masyarakat sekaligus melibatkan seluruh tingkah laku yang bersifat mengarahkan,
mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik yang bertujuan untuk mencapai
suatu pemerintahan yang baik. Good governance dapat pula diterapkan pada
pengelolaan lembaga sosial dalam masyarakat dari yang paling sederhana hingga
berskala besar, sebagaimana juga di sini dalam pengelolaan dana desa.!* Secara
sederhana, good governance berarti pemerintahan yang baik. Kata "baik" di sini
merujuk pada penerapan aturan-aturan tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar

good governance."

Pengertian good governance menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Andi
Ni’'mah Sulfiani, yaitu suatu konsep pendekatan yang berorientasi pada
pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik.'® Menurut Johnstotn,
yang dikutip oleh Oscar Radyan Danar, dalam bukunya yang berjudul teori
governance. mendefinisikan good governance sebagai cara-cara legitimasi,

akuntabel dan efektif untuk mengendalikan kekuasaan publik serta sumber daya

4 Ipan Nurhidayat. “Prinsip-Pronsip Good Governance di Indonesia,” Journal E-Gov
Wiyata: Education and Government, Vol. 1:1, (Februari 2023), him. 40.
15 Sinta Wahyu Pratiwi dkk. “Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik di
Kantor Desa Panataran,” jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, Vol. 2:1
(Oktober 2025), him. 133.
16 Andi Ni’'mah Sulfiani, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan
BPJS Kesehatan di Kota Palopo,” Jurnal Administrasi Publik, Vol. XVII (1) (2021), hlm. 102.
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dalam mencapai kepentingan publik secara luas, transparansi dan akuntabilitas

sekaligus mewujudkan kemitraan antara negara dan masyarakat.'”

Dalam konteks desa, penerapan good governance menjadi acuan penting
dalam menilai seberapa baik pelayanan publik memenuhi standar pemerintahan
yang baik. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting karena menjadi
garda depan dalam memberikan pelayanan administratif, kesehatan dan ekonomi
kepada masyarakat. Oleh karena itu, memperkuat tata kelola pemerintahan desa
berdasarkan prinsip dalam good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi warga merupakan kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang tidak
hanya efisien secara prosedural, tetapi juga inklusif dan adil bagi semua

penduduk.'®

Dalam pengelolaan Dana Desa good governance salah satunya menekankan
pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena dalam konsep ini dimana
bertujuan agar memastikan bahwa masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi
tindakan serta keputusan yang diambil oleh pemerintah. Kemudian begitupun juga
dalam konsep akuntabilitas sebagaimana menurut Robert Behn yang dikutip oleh
Gede Wirata, mendefinisikan akuntabilitas berarti kemampuan untuk menjelaskan,
membenarkan, dan mempertanggungjawabkan tindakan kepada orang lain, dan
dengan akuntabilitas memastikan bahwasanya pemerintah tidak hanya

melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan, akan tetapi bertanggung jawab

17 Oscar Radyan Danar, “Teori Governance”, yogyakarta Grup penerbitan CV Budi utama,
ISBN: 978-623-03-579-3 (20220), hlm. 50.
18 Ibit., him. 40.
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atas hasil dari tindakan dan keputusan yang diambil. Dan pejabat publik mengetahui
bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan. Ini menciptakan insentif untuk bertindak dengan integritas

dan efisiensi.'®

Adapun prinsip dan dasar hukum yang mengatur terkait good governance
yaitu pada Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
yang mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dimana hal
ini yang menjadi dasar penggunaan suatu wewenang oleh suatu badan/dan atau

pejabat pemerintah.?°

Jika dalam pengelolan Dana Desa dikelola dengan menekankan dan
mengimplementasikan good governance, maka akan melahirkan suatu proses
pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik,
baik meliputi dari perencanaan, pelaksanaa, penatausaan hingga laporan

pertanggungjawaban dan partisipasi masyarakat.

Keuangan desa diatur menurut praktik-praktik pemerintahan yang efektif.
Tata kelola pemerintahan yang baik terkait terkait pengelolaan Dana Desa yang
dinyatakan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta pengelolaan

yang teratur dan disiplin dalam penggunaan anggaran.?!

YGede Wiratha, “Buku Ajar Administrasi Publik,” PT Media Penerbit Indonesia, ISBN:
978-623-8702-69-5 (September 2024), hlm. 49-50.

20 Pasal 10 ayat (1).

21 Pasal 2 ayat (1).
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2. Teori Siyasah Maliyah

Istilah siyasah berasal dari kata sasa, yang bermakna mengatur, mengelola,
atau memerintah, dan sering dikaitkan dengan urusan pemerintahan, politik, serta
penyusunan kebijakan. Sementara itu, kata maliyah secara etimologis berakar dari
ma’ala—ya 'miilu—ma’ilun yang berarti kecenderungan atau condong. Istilah ini
digunakan karena harta memiliki sifat yang dapat menimbulkan keinginan

seseorang untuk memilikinya maupun menguasainya.*?

Dalam sistem pemerintahan Islam, Siyasah Maliyah menempati posisi
penting karena berhubungan langsung dengan pengelolaan anggaran dan
pendapatan negara. Kemudian dalam kaitannya dengan transparansi dana desa,
Siyasah Maliyah berfungsi sebagai prinsip yang mengatur tata kelola keuangan
desa, mulai dari sumber dana yang dibenarkan hingga mekanisme
penghimpunannya. Dengan adanya aturan yang jelas, asal-usul dana dapat dipantau

secara terbuka sehingga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi.?®

Menurut Abdullah Saeed yang dikutip oleh Naufal addurunnafis, "siyasah
maliyah" mencakup berbagai hal terkait kebijakan keuangan dan ekonomi, seperti
mengumpulkan pendapatan, menentukan penggunaan dana, mengawasi anggaran,

dan mengelola sumber daya vang. Hal ini melibatkan perencanaan, penerapan, dan

22 Naufal Addurunnafis, “Transparansi Dana Partai Politik di Indonesia Perspektif Siyasah
Maliyah,” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), hlm. 48-49.
2 Ibid., him. 49.
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penilaian kebijakan yang bertujuan mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang

diinginkan oleh suatu negara atau kelompok politik.**

Siydasah Maliyah mencakup pembahasan mengenai cara-cara pendanaan
negara, item-item pengeluaran dan anggaran negara, perdagangan global, hak-hak
publik, perpajakan, dan sektor perbankan. Kemudian dalam teori siyasah maliyah
terdapat beberapa prinsip dalam pengembangan politik Islam yang relefan dengan
pembahasan pengelolaan dana desa yaitu antara lain yaitu keterlibatan masyarakat,

keterbukaan, kesetaraan dan tanggung jawab.?®

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dalam penelitian di Desa Banujau

Barat mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) pada
tahun anggaran 2025, penulis menggunakan metode sebagai berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yang dilakukan oleh penulis yaitu memakai atau

menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan

penelitian lapangan, jenis penelitian ini cocok dengan objek penelitian serta

isu yang diangkat oleh peneliti, yaitu mengenai transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Banuaju Barat

Kabupaten Sumnep, dimana dalam penelitian ini menganalisis bagaimana

24 Naufal Addurunnafis,” transparansi dana partai politik di Indonesia perspektif siyasah
maliyah”, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), hlm. 48-49.

25 Muh. Ainussyirwan, “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa
Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang.” (Institut Agama Islam
Negeri Parepare, 2023), hlm. 24.
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aturan hukum yang diterapkan, serta bagaimana kenyataannya yang terjadi

di Desa Banuaju Barat dalam masyarakat.?

Atau jenis penelitian yuridis
empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau
implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap
peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dalam penelitian
ini yaitu di Desa Banuaju Barat mengenai transparansi dan akuntabilitas dan
desa.”’

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa inggris biasa dikenal
dengan empirical legal research, yang mana jenis penelitian ini merupakan
salah satu dari jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis
implementasi hukum dalam masyarakat, atau penelitian hukum empiris juga
bisa didefinisikan sebagai suatu metode penelitian hukum yang bertujuan
untuk mengamati hukum dalam konteks yang nyata serta menyelidiki cara
hukum beroperasi dalam masyarakat, dimana jika dikontekskan dalam
penelitian ini, yaitu bagaimana aturah hukum diimplementasikan terhadap
pengelolaan dana desa seperti Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang
Desa. 2

Kemudian juga melibatkan pengumpulan suatu data empiris yang

mana diperoleh dengan cara pengamatan secara langsung atau pengalaman

26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 2012), him. 126.

27 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung, Citra Aditya Bakti,
2004). him. 134.

28 Dr. wiwik sri widiarty, S.H., M.H., Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Y ogyakarta:
Publika global media, 2024), him. 37-40.
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secara nyata di lapangan. Dalam hal ini metode yang digunakan dapat
beragam, seperti melalui survey, studi kasus dan wawancara.
. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan metode pendekatan
sosiologis, di mana metode pendekatan sosiologis akan melibatkan analisis
terhadap pola-pola sosial, pola sistem kepemimpinan, partisipasi
masyarakat di Desa Banuaju Barat serta nilai-nilai dan institusi yang
membentuk suatu pola pandangan dalam kehidupan kemasyarakatan dalam
ranah persoalan kepemimpinan di Desa Banuaju Barat terkait transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sumber Data.

Penulis dalam sumber bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber
data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi (dokumen laporan keuangan desa)
yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, melalui metode
seperti dokumentasi, dokumen laporan keuangan, media informasi serta
wawancara dengan Kepala Desa Banuaju Barat Bapak Suninto, anggota
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Bapak Ernaidi, wawancara
dengan Kaur Keuangan Keuangan Desa Bapak Hartono, serta Kepala
Dusun Banuaju Barat, serta masyarakat di Desa Banuaju Barat,

Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.
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b. Data Sekunder
Data sekunder merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan dan
diolah sebelumnya dari sumber lain sebagai pelengkap dalam penelitian.
Dalam konteks penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup
informasi yang relevan untuk mendukung analisis yang dilakukan,
termasuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa. Selain itu, sumber data sekunder juga meliputi buku, jurnal, tesis,
situs internet.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum empiris ini
memakai/menggunakan teknik pengumpulan data yang melalui wawancara,
survei lapangan dan juga dokumentasi. Maka dari itu dalam penelitian in1
penulis mengkaji dan meneliti berbagai dari sumber penelitian.
5. Analisis Data
Analisis data merupakan suatu proses menggali dan menyusun
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, dokumen
laporan keuangan, media informasi serta wawancara dengan Kepala Desa
Banuaju Barat Bapak Suninto, anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) yaitu Bapak Ernaidi, wawancara dengan Kaur Keuangan Keuangan
Desa Bapak Hartono, serta Kepala Dusun Banuaju Barat, serta masyarakat
di Desa Banuaju Barat, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep,

dari data yang diperoleh dengan hasil catatan lapangan, kemudian data yang
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telah peneliti kumpulkan kemudian dianalisis dengan berpedoman terhadap
aturan yang ada seperti Undang-Undang No.6 Tahun 2024 Tentang Desa
serta PP No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hasil dari
analisis dari kemudian di tata dan disajikan menggunakan deskriptif
kualitatif, yang mana dalam hal ini berarti menjabarkan dan menyusun
secara sistematis, hal demikian bertujuan untuk menunjukkan keadaan suatu
objek yang jadi sasaran dari penelitian sebagaimana adanya berdasarkan

data yang ada.

G. Sistematis Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengikuti sistematika penulisan yang

telah ditetapkan sebagai berikut:

Bab Pertama, terdiri dari pendahuluan yang mencakup beberapa elemen
penting, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

Bab Kedua, merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang
peneliti ambil yang akan mendukung penelitian yaitu teori good governance, teori
siyasah maliyah, yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan anggaran

pendapatan belanja desa dan partisipasi masyarakatnya.

Bab Ketiga, dalam bab ini berisi penjabaran terkait bagaimana transparansi
pengelolaan Dana Desa (DD) terkait pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan

masyarakat, tepatnya di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten



21

Sumenep. Kemudian penjabaran ini akan dibahas oleh peneliti berdasarkan hukum

yang berlaku, mulai dari sejarah sampai asas yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab Keempat, berisikan jawaban dari rumusan masalah yang telah peneliti
rumuskan yakni mengenai bagaimana transparansi dan akuntabilitas Dana Desa
yang dikelola oleh kepala desa, BPD, Aparat Desa setempat dan bagaimana
partisipasi masyarakat terkait pengelolaan, pengalokasian dan transparansi Dana

Desa dalam pembangunan infrastruktur.

Bab Kelima, berisikan penutup berfungsi sebagai penutup dari studi yang
mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang disusun oleh peneliti
didasarkan pada analisis dan argumen yang menjawab pertanyaan penelitian,
sedangkan saran yang diberikan berupa rekomendasi dan solusi yang relevan

dengan permasalahan yang diangkat dalam studi ini.



BAB YV

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian pengamatan serta analisis secara
mendalam yang telah disajikan serta dipaparka pada Bab-Bab sebelumnya
di atas mengenai “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
(Studi Kasus Desa Banuaju Barat Kabupaten Sumenep)”, dimana segala
data yang telah peneliti kumpulkan baik yang bersumber dari hasil
pengamatan, wawancara, dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan
Dana Desa Banuaju Barat pada tahun 2025, serta segala sumber bahan
hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang mendukung terhadap
penelitian ini, maka intisari dari hasil penelitian ini dapat dirangkum ke
dalam beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ditinjau dalam
perspektif good governance di Desa Banuaju Barat, Kecamatan
Batang-Batang, = Kabupaten = Sumenep, secara teoritis telah
mengimplementasikan good governance namun belum cukup
memuaskan secara substansi. Perwujudan transparansi dan
akuntabilitas dibuktikan melalui pelaksanaan musyawarah desa, upaya
pelibatan masyarakat, serta pemanfaatan media informasi publik seperti
pemasangan baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025
(APBDes) serta prasasti pada setiap proyek pembangunan fisik.

Meskipun demikian, penerapan prinsip tersebut belum berjalan secara

91



92

optimal, hal ini dinilai dimana peneliti menemukan beberapa hal yang
mengurangi substansi serta esensi dari good governnance itu sendiri,
dimana peneliti melihat partisipasi oleh masyarakat sangat minim dan
dapat dikatakan pasif, serta peneliti juga menemukan adanya sedikit
ketidak singkronan antara dokumen laporan dengan yang ada di media
informasi yang ada di desa, dengan demikian hal tersebut mengurangi
esensi serta substansi dari akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ditinjau dalam
perspektif Siyasah Maliyah di Desa Banuaju Barat, Kecamatan Batang-
Batang, Kabupaten Sumenep tahun 2025, secara teoritis telah
mengimplementasikan Siyasah Maliyah, praktik manajemen anggaran
di Desa Banuaju Barat telah selaras dengan nilai-nilai fundamental pada
Sivasah Maliyah, yaitu prinsip keadilan (A4/-Adalah), kemaslahatan
umum (Maslahah), namun jika dilihat dari pemenuhan amanah dan
tanggung jawab penyelenggara desa secara esensi kurang memuaskan
dan kurang secara substansi, dimana penilaian kurangnya esensi serta
substansi dari prinsip amanah dan tanggungjawap, hal ini ditandai
dengan sedikit ketidak sesuaian antara dokumen loporan dengan media
informasi yang ada, dengan demikian sangat mengurangi nilai dari
amanah serta tanggungjawab dalam islam itu sendiri sebagai salah satu
penyelenggara negara, harusnya segala sesuatu yang bersagkutan
dengan publik yang merupakan hak warga negara haruslah sesuai

dengan realitas yang ada tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian
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secara Maslahah alokasi anggaran yang diwujudkan melalui
pembangunan infrastruktur (seperti jalan, drainase, dan fasilitas
penerangan) dinilai telah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan
kolektif masyarakat desa guna memacu efisiensi perekonomian
setempat. Selain itu, dengan adanya upaya keterbukaan laporan
realisasi di akhir tahun anggaran menjadi indikator yang mendukung
terhadap pelaksanaan prisip dalam Siyasah Maliyah yaitu pada prinsip
amanah yang dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada
publik.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan serta analisis mendalam yang telah
dirumuskan dalam kesimpulan mengenai transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan Dana Desa ditinjau dalam perspektif good governance dan
Siyasah Maliyah (di Desa Banuaju Banuaju Barat Kecamatan Batang-
Batang Kabupaten Sumenep), maka sebagai upaya kontributif demi
kepentingan kemaslahatan publik, peneliti mengajukan sejumlah saran dan
rekomendasi strategis sebagai berikut:

1) Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan

Dalam ranah keterbukaan keuangan desa yang telah disediakan pada

media informasi di balai desa haruslah lebih terbuka jelas dan secara

akuntabilitasnya harus lebih terperinci dan sesuai dengan dengan

data yang ada, agar masyarakat benar-benar mengetahui rincian dari



2)

3)

4)
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pengalokasian Dana Desa maupun segala dana yang tergabung
dalam APBDes Banuaju Barat.

Partisipasi Aktif Oleh Masyarakt

Agar pastisipasi masyarakt Desa Banuaju Barat agar lebih aktif
dalam berpartipasi dan mencapai substansi dari partisipasi itu
sendiri, pemerintah desa harus pengupayakan untuk memahamkan
kepada masyarakatnya tentang bagaimana seharunya sosial politik
yang ada di setiap desa, baik melalui musyawarh desa yang telah ada
atau seperti penyuluhan yang bersangkutan dengan sosial politik
masyarakat, agar mengetahui anatar hak dan kewajiban.
Peningkatan kepedulian oleh mayarakat yang telah memahami
terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta
menumbuhkan kesadaran sebagai warga aktif dengan menyisihkan
waktu untuk mengawasi dan mengevaluasi program desa, guna
memastikan pembangunan berdampak langsung pada kesejahteraan
bersama.

Peningkatan Peran Pemuda

Kelompok pemuda diharapkan menjadi pelopor dalam pengawasan
terhadap kinerja masyarakat dan bersifat aktif dalam memberikan
kritik maupun saran pada setiap sektor membangun dalam forum
musyawarah, sehingga perencanaan pembangunan tidak hanya
bersifat dari hasil pengamatan penyelenggara desa saja tetapi benar-

benar lahir dari aspirasi masyarakat.
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